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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG
KOMPETENSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 233 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 98 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kompetensi

Pemerintahan;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Menetapkan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
KOMPETENSI PEMERINTAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera,
berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan
efisien.

2. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah secara profesional.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
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lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di sesuai
struktur pekerjaan diberbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
yang selanjutnya disingkat KK-APDN adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi Kompetensi Pemerintahan yang
dapat menyandingkan, menyetarakan dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan Kompetensi Pemerintahan
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.

Standar Kompetensi Pemerintahan yang selanjutnya
disebut Standar Kompetensi adalah adalah rumusan
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai
jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah proses
pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang
mengacu kepada Standar Kompetensi Pemerintahan.
Sertifikat Kompetensi Pemerintahan adalah  bukti
pengakuan tertulis atas penguasaan Kompetensi
Pemerintahan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam
Negeri, selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga

pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang



2017, No.1606

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan uji
kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi
pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan
Kabupaten /Kota.

Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam
Negeri di Provinsi, selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi
adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi
kompetensi yang dibentuk oleh Gubenur untuk
melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi
Pemerintahan bagi pegawai ASN di lingkungan
pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
di wilayahnya.

Uji Kompetensi Pemerintahan adalah proses penilaian
yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan
untuk menentukan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara
kompeten atau belum kompeten pada jenjang sertifikasi
pemerintahan tertentu.

Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi
persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji
kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji
kompetensi yang akan dilaksanakan.

Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang
memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk
melakukan dan/atau menilai Kompetensi Pemerintahan-
Komite Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah
Komite yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau
usulan bersifat strategis tentang arah dan pengembangan
Kompetensi Pemerintahan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan
pengawas pada Perangkat Daerah harus memenuhi
persyaratan kompetensi:

a. teknis;



2017, No.1606

b. manajerial,;
c. sosial kultural; dan
d. kompetensi pemerintahan.

(2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja
secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan.

(4) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian setelah  dikoordinasikan

dengan Menteri.

Pasal 3
(1) Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d dibuktikan dengan sertifikat.
(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan
pada perangkat daerah dan pengembangan karier pegawai

ASN di daerah

Pasal 4

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh
melalui Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.

(2) Sertifikasi Kompetensi  Pemerintahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar
Kompetensi.

(3) Sertifikasi  Kompetensi = Pemerintahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem

Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.



